
BUPATI KAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR: /~J- TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG 
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

DI KABUPATEN KAUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

bahwa dengan adanya Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah 
Tidak Layak Huni Di Kabupaten Kaur, maka perlu mengubah 
Peraturan Bupati Kaur Nomor 5 Tahun 2028 Tentang Pedoman 
Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di 
Kabu paten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 385); 

3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelola 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

5495); 

Nomor 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5883); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



Menetapkan 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 

2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 

290); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 5 

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN 

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN 

KAUR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor: 05 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di 

Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor: 570) diubah 

se bagai beriku t : 



1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) BR-RTLH dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

diberikan kepada perseorangan penerima BR-RTLH untuk dipergunakan 

membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK. 

(2) Dalam hal penerima BR-RTLH tidak memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan PB atau PK, maka BR-RTLH dalam bentuk Uang dapat 

digunakan untuk upah kerja. 

(3) Penerima BR-RTLH yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) harus memenuhi kriteria : 

a. lanjut usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) Tahun; 

b. penerima BR-RTLH yang miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan 

Miskin dari Kepala Desa; dan 

c. penyandang Disabilitas; 

(4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan paling banyak 

15% (lima belas persen) dari besaran BR-RTLH yang diterima. 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Kegiatan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan: 

a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau 

b. pembangunan baru hanya untuk Masyarakat Miskin yang belum memiliki 

Rumah namun memiliki Kavlingan Tanah. 

(2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen 

bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural 

dengan kondisi rusak total. 

(3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, 

tiang/kolom, balok, dan rangka atap. 

(4) 

(5) 

Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain 

dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai. 

Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada 

ayat_( 1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah ma tang • 

. J 



KETENTUAN PENUTUP 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal C tte/-oh.r 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

Ditetapkan di Bintuhan 

pada tanggal S ff{t.h>/4-er 

,--;,UPATI KAUR/ 

~ 

Id LISMIDIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 17-93 

2023 


